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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua 
Barat Daya merupakan bagian integral dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) 
dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didanai memenuhi prinsip perlindungan lingkungan dan 
sosial secara menyeluruh, akuntabel, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 
Papua Barat Daya dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara), mengacu 
pada kerangka Environmental and Social Management System (ESMS) BPDLH serta standar safeguard 
nasional dan internasional. 

Selama periode pelaporan Oktober–Desember 2025, implementasi safeguard menunjukkan tingkat 
kepatuhan yang baik terhadap prinsip-prinsip utama safeguard BPDLH (ISP 1–ISP 12), khususnya dalam 
aspek kepatuhan hukum, tata kelola program, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta pelibatan 
pemangku kepentingan. Seluruh kegiatan program telah dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang 
jelas, termasuk Surat Keputusan alokasi dana RBP REDD+ GCF, perjanjian kerja sama, SOP program, serta 
dokumen administratif seperti ToR, surat tugas, dan berita acara sebagai bukti persetujuan kegiatan di 
tingkat tapak. 

Dari sisi pengelolaan lingkungan, kegiatan program telah menerapkan prinsip efisiensi sumber daya dan 
pencegahan dampak negatif melalui pengelolaan limbah domestik yang baik, termasuk pengurangan 
penggunaan plastik sekali pakai serta pemanfaatan ulang material seperti polibag RHL. Selain itu, kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) menggunakan spesies tanaman non-invasif yang sesuai dengan kondisi 
ekologi lokal, sehingga mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. 

Dalam aspek sosial, program menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipasi, inklusi, dan perlindungan 
masyarakat. Persetujuan masyarakat diperoleh melalui mekanisme formal seperti berita acara kesepakatan 
sebelum pelaksanaan kegiatan. Tidak terdapat indikasi pembebasan lahan atau relokasi paksa, karena 
seluruh kegiatan berbasis persetujuan sukarela masyarakat, termasuk melalui pakta integritas pemilik lahan. 
Program juga memastikan keterbukaan informasi melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan 
pemangku kepentingan di tingkat tapak. 

Dari sisi ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, pelaksanaan kegiatan patroli telah mengacu pada SOP 
resmi dan prinsip K3, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan briefing keselamatan sebelum 
kegiatan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat laporan kecelakaan kerja. Selain itu, prinsip non-
diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan telah diterapkan dalam proses rekrutmen dan 
pelaksanaan kegiatan, dengan tingkat partisipasi perempuan mencapai sekitar 34% dari total peserta 
kegiatan. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan, antara lain kelengkapan 
dokumen legalitas kelompok/lokasi program yang masih dalam proses pengumpulan, serta peningkatan 
partisipasi perempuan dalam kegiatan teknis di lapangan. Hal ini menjadi bagian dari rencana perbaikan 
berkelanjutan pada periode implementasi berikutnya. 

Secara keseluruhan, implementasi safeguard Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat 
Daya telah berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip-prinsip safeguard BPDLH. Program tidak hanya 
berkontribusi terhadap penurunan emisi dan perlindungan hutan, tetapi juga memperkuat tata kelola 
lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang 
inklusif dan berkeadilan. 

 
 
 
 
 
  



 

PENDAHULUAN 
 
 
Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian 
dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa seluruh 
kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara 
konsisten. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun, 
mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-
Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan 
manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH 
mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social 
Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.  
 
ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan 
pendanaan BPDLH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun 
dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPDLH, serta standar safeguard 
mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan 
nasional melalui Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan 
BPDLH. 
 
Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Papua Barat Daya 
dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPDLH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku 
kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, 
hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan, 
inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.  
 
Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 
memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi 
standar ISP BPDLH. Pemprov Papua Barat Daya memperkuat komitmen ini penyediaan data, koordinasi 
lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi, 
partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi 
BPDLH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membentuk kerangka pelaksanaan 
safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan 
Papua Barat Daya. 
 
 
 

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH 
 
 

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 Tata Cara 
Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola 
Dana Lingkungan Hidup 

2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH 
 
 
 

TUJUAN 
 
 
Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko 
lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara 
efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi 
masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan 
aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah 
daerah dan masyarakat di Papua Barat Daya.



 

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDLH 
 
Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDLH, yang secara 
spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya: 
 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

ISP 1.  
Kepatuhan 
Terhadap Hukum 
dan Akuntabilitas 

Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya 
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS 
BPDLH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 
pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang 
diterbitkan oleh LH/K dan BPDLH, Berikut adalah dasar kepatuhan terhadap 
Hukum dan Akuntabilitas yang mendasari Program RBP REDD+ Papua Barat 
Daya: 
	
1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana 

Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 
Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result 
based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada 
tanggal 23 Desember 2023	

		 	
Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi 
Papua Barat Daya mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang 
Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 
2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result 
based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 
Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang 
lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata 
cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDLH. Seluruh entitas pelaksana 
diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi 
kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan 
ketentuan audit. 
 

2. Legalitas Penunjukan Penabulu sebagai Lembaga Perantara Pemprov 
Papua Barat Daya (Penunjukan Lemtara dan Perjanjian Kerjasama) 

 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

        
 
Penunjukan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara oleh Pemerintah 
Provinsi Papua Barat Daya merupakan bentuk nyata kepatuhan terhadap kerangka 
hukum dan tata kelola yang berlaku. Penunjukan tersebut dilakukan secara resmi 
melalui mekanisme yang sah, didukung oleh dokumen legal berupa surat 
penunjukan Lembaga Perantara (Lemtara) serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) antara para pihak. 
 
Proses ini memastikan bahwa seluruh peran, tanggung jawab, serta kewenangan 
Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara memiliki dasar hukum yang jelas, 
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan PKS juga 
mengatur secara rinci aspek implementasi program, pengelolaan dana, mekanisme 
pelaporan, serta pengawasan, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan kegiatan. 
 

3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ 
Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan Pedoman ESMS 
Yayasan Penabulu 2021	
	

				 	
 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

Lembaga Perantara (Lemtara) 
menyusun Standar Operasional 
Prosedur (SOP) sebagai pedoman 
teknis pelaksanaan Program RBP 
REDD+ GCF Output 2. SOP ini 
disepakati bersama Pemerintah 
Provinsi Papua Barat Daya untuk 
memastikan keselarasan tata 
kelola, kejelasan alur kerja, dan 
kepastian prosedur pada seluruh 
tahapan implementasi, serta 
disusun dengan mengacu pada 
Peraturan Menteri Keuangan No. 
124/PMK.05/2020 tentang Tata 
Cara Pengelolaan Dana 
Lingkungan Hidup. 
 
SOP menjadi acuan bagi Lemtara 
dan Penerima Manfaat dalam 
mengelola dan 
mengadministrasikan dana proyek 
secara tertib, transparan, dan 
akuntabel. SOP dan POP mengatur 
tata kelola proyek, mekanisme 
penyaluran dana, pengelolaan 
kegiatan, koordinasi, serta 
persyaratan administratif yang 
wajib dipenuhi dalam pelaksanaan 
program. 

 
Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada 
Pedoman BPDLH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDLH No. 03/BPDLH/2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial 
(Safeguards). 
 

4. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari bentuk 
dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima 
manfaat) 

  
 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan 
kegiatan merupakan bagian dari dokumen perizinan atau persetujuan resmi dari 
instansi yang berwenang.  
 
Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan 
karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang 
melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas 
Program RBP REDD+ GCF Output 2 dipastikan telah memperoleh persetujuan 
administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah maupun 
lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai 
standar ISP 1. 
 
Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur 
internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku 
kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah. 
 

5. Dokumen persutujuan dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov 
Papua Barat Daya dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari 
bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari 
penerima manfaat) 
 
a) SK Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Kegiatan RBP GCF 

Output 2 Provinsi Papua Barat Daya 

    
 
Sebagai bagian dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima 
manfaat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan 
beberapa Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk 
dukungan resmi terhadap implementasi Arsitektur REDD+ Sub National, melalui 
dukungan Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi 
sebagai instrumen penetapan tim kerja, sehingga menjamin bahwa seluruh 
aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah 
daerah 
   

6. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok 
masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal) 
 
Dokumen legalitas untuk kegiatan RHL, Proklim dll akan dilaporkan pada 
periode berikutnya. 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

7. Berita Acara Kesepakatan (berita acara ini sebagai bentuk persetujuan 
kegiatan dari masyarakat/penerima manfaat sebelum implementasi RHL)  

  

  
 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

  

  
 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

  
 
Berita acara di 5 lokasi RHL ini merupakan bagian dari pemenuhan ISP 1 karena 
menjadi bukti kepatuhan program terhadap ketentuan hukum, tata kelola, dan 
prosedur resmi yang mengatur persetujuan masyarakat sebelum pelaksanaan 
kegiatan di tingkat tapak. Memastikan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan sesuai 
prosedur yang sah, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lemtara 
dan Pemprov, memastikan setiap tahapan memperoleh legitimasi administratif dan 
legal dari pemangku hak dan menyediakan dokumentasi persetujuan sebagai dasar 
akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kegiatan RHL. 
    

8. Rangkaian Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis RHL dan 
Swakelola RHL 
 
a) Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi 

Periode tahun 2025, telah selesai di fasilitasi kegiatan groundchecking dan 
penyusunan dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi di 85 Ha Lahan 
Mineral dengan jumlah total sebanyak 8 Dokumen Rancangan Teknis RHL 
yang tersusun dio 5 Desa. Kegiatan RHL dilakukan melalui Swakelola tipe 
IV.  
 

  
 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

  

  

  
 

 9. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDLH baik di tingkat 
Nasional dan Provinsi 

Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan 
penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, 
verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh 
persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.  
 
Di provinsi Papua Barat Daya, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab 
Safeguard di tingkat nasional dan provinsi untuk memastikan dan memantau 
kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 
1 Staf safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, 
memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, 
sementara Staf Monev dan Safeguard di tingkat provinsi melakukan monitoring 
lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan 
secara terdokumentasi. 
 
 
 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

ISP 2.  
Ketenagakerjaan 
dan Kondisi Kerja 

1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan 

        
SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti 
SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk 
memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja 
serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari 
pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan 
prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol 
komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di 
lapangan. Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel 
patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh 
perlindungan yang memadai. 
 
Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan 
kerja dalam kegiatan patroli. 
 

2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang 
berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli 
 

Penabulu dan Pemprov Papua Barat Daya aktif untuk mendorong dan memastikan 
bahwa pelaksanaan patroli berlangsung aman, tertib dan sesuai prinsip K3.  
 
Penabulu dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara aktif mendorong 
UPTD pelaksana untuk melakukan short briefing keselamatan serta memastikan 
penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap 
kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan 
pengarahan singkat mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah 
tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel 
mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di 
lapangan. 

a) Dokumentasi Pengadaan APD 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

   
 

b) Dokumentasi Penggunaan APD 

 

          
 

3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas  (ToR 
rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi) 

 
a) Publikasi dan kesempatan non diskriminasi 

Dalam implementasi, Lemtara Penabulu menerapkan komitmen yang kuat 
terhadap prinsip GEDSI, nondiskriminasi, dan perlindungan safeguard, termasuk 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual, eksploitasi, pekerja anak, serta 
segala bentuk perilaku tidak etis dalam lingkup kerja program. Dalam proses 
rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas melalui publikasi 
lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan 
kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar 
belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan. 
 
Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, Penabulu 
secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan di 
tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, 
pelanggaran integritas, serta penyimpangan keuangan.  
Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, remaja, 
orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat dalam program. 
 
Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi tenaga 
kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan catatan 
kriminal dan pengecekan keuangan terkait risiko terorisme, guna memastikan 
bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam kerangka profesional, aman, dan 
dapat dipercaya.  

 

 
Link contoh publikasi rekruitmen yang mendorong GEDSI, komitment safeguard 
dan non diskriminasi: https://penabulufoundation.org/finance-staff-result-base-
payment-rbp-papua-barat-daya/ 

https://penabulufoundation.org/finance-staff-result-base-payment-rbp-papua-barat-daya/
https://penabulufoundation.org/finance-staff-result-base-payment-rbp-papua-barat-daya/


 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

ISP 3.  
Efisiensi Sumber 
Daya dan Menjaga 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 

1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas 
pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan 
patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek. 

 
 

    
 
Implementasi kegiatan, telah menerapkan manajemen limbah domestik selama 
pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di 
Papua Barat Daya. Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, 
workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada 
dampak negatif terhadap lingkungan. 
 
Sebagai bagian dari upaya pengurangan limbah, penyediaan konsumsi dalam 
kegiatan dilakukan secara prasmanan, sehingga dapat meminimalkan penggunaan 
kemasan sekali pakai. Selain itu, sisa material kegiatan, khususnya limbah 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berupa polibag, dimanfaatkan kembali sebagai 
penanda ajir di lokasi kegiatan RHL. Praktik ini tidak hanya mengurangi potensi 
timbulan limbah, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip guna ulang (reuse) 
dalam pengelolaan material. 
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ISP 4. Kesehatan 
dan Keselamatan 
Masyarakat.  

- 

ISP 5. 
Pembebasan 
Lahan, Rencana 
Pemukiman 
Kembali dan 
Pembatasan 
Penggunaan Lahan  

1. Pakta Integritas Ketersediaan Menaman, Merawat dan Menjaga dari 
Pemilik Lahan (Kegiatan penghijauan lingkungan di Kab Maybrat) 
 

   
Pelaksanaan kegiatan penghijauan lingkungan di Kabupaten Maybrat dan Kab 
Sorong telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap aspek pembebasan lahan dan 
pembatasan penggunaan lahan melalui penerapan Pakta Integritas Ketersediaan 
Menanam, Merawat, dan Menjaga yang ditandatangani oleh pemilik lahan. 
Dokumen ini merupakan bentuk persetujuan sukarela dari pemilik lahan untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan program tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, 
maupun pengalihan hak atas lahan. 
 
Pakta integritas tersebut menegaskan bahwa pemilik lahan tetap memiliki hak 
penuh atas lahannya, serta secara sadar memberikan izin pemanfaatan terbatas 
untuk kegiatan penghijauan, termasuk komitmen untuk menanam, merawat, dan 
menjaga tanaman yang ditanam dalam kerangka program. Dengan demikian, 
kegiatan ini tidak melibatkan proses pembebasan lahan maupun relokasi 
penduduk, melainkan berbasis pada kesediaan dan partisipasi aktif masyarakat. 
 

ISP 6. Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Pengelolaan 
Sumber Daya Alam 
Hayati Yang 
Berkelanjutan  

1. Spesies Tanaman RHL Tidak Menggunakan Spesies Invasif  
 
Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah 
memenuhi prinsip konservasi keanekaragaman hayati melalui penggunaan spesies 
tanaman yang tidak bersifat invasif. Pemilihan jenis tanaman dilakukan secara 
selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian ekologi lokal, nilai konservasi, 
serta potensi mendukung pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan. 
 
Jenis tanaman yang digunakan merupakan spesies lokal atau spesies yang telah 
teruji tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem setempat, sehingga tidak 
berpotensi mengancam keberadaan flora dan fauna asli. Pendekatan ini bertujuan 
untuk menghindari risiko dominasi spesies tertentu yang dapat mengganggu 
keseimbangan ekosistem, menurunkan keanekaragaman hayati, atau 
menyebabkan perubahan struktur dan fungsi habitat. 
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Selain itu, proses seleksi spesies juga mengacu pada rekomendasi teknis dari 
instansi kehutanan dan praktik terbaik dalam kegiatan rehabilitasi lahan, sehingga 
memastikan bahwa kegiatan RHL tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi 
juga pada keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang 
 

   
 

ISP 7. 
Perlindungan dan 
Partisipasi/ 
Pelibatan 
Masyarakat Hukum 
Adat  

- 

ISP 8. 
Perlindungan 
Warisan Budaya  

- 

ISP 9. Komitmen 
Lingkungan dan 
Sosial Bagi 
Lembaga Penyalur  

- 

ISP 10. Pelibatan 
Para Pemangku 
Kepentingan dan 
Pengungkapan 
Informasi  

1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan 
atau penerima manfaat tigkat tapak. 

 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

 
 
Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk  pmenuhan prinsip 
safeguard BPDLH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program 
memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka 
kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. 
Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, 
kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target 
program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan 
sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku 
kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan 
terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan. 
 
Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum 
implementasi: 

a) 2.1.3.3. Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih 
lingkungan di Kabupaten Sorong 

b) 2.1.1.1. Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan 

2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan 

Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan 
peran masing-masing dalam implementasi program tahun 2025 
 
3. Publikasi Implementasi Program 

Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program tahun 
2025 
 

ISP 11. Risiko 
Perpindahan 
Karbon  

- 

ISP 12. Kualitas 
Sosial Masyarakat, 
Pengarusutamaan 
Gender, 
Pemberdayaan 
Perempuan Dan 
Perlindungan 
Kelompok Rentan  

1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan 
 

Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses 
informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan 
keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan 
teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek 
hingga kegiatan aksi mitigasi) 
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Pada periode pelaksanaan tahun 2025, jumlah peserta perempuan mencapai 246 
orang atau sebesar 34% dari total 727 peserta kegiatan. Tingkat keterlibatan 
perempuan ini menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendorong partisipasi 
inklusif, khususnya dalam konteks pengarusutamaan gender dalam program. 

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam 
memperluas keterlibatan perempuan pada kegiatan yang bersifat teknis dan aksi 
lapangan. Sebagai pembelajaran, partisipasi perempuan dalam kegiatan aksi (on-
ground activities) perlu didorong lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih inklusif, 
peningkatan akses, serta penguatan kapasitas agar keterlibatan perempuan dapat 
lebih optimal dan berkelanjutan di seluruh tahapan program. 
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 Berikut rincian data terpilah gender periode impelementasi tahun 2025: 

   

Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan Persentase 

1.1.1.    Patroli Pengamanan  60 12 17% 
2.1.1.1. Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan  10 10 50% 
2.1.1.2. Penanaman rehabilitasi hutan dan lahan  45 15 25% 
2.1.1.3. Pelaksanaan monitoring lapangan Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan  3 2 40% 

2.1.3.1. Pengadaan bibit tanaman kehutanan, MPTS dan 
mangrove untuk penghijauan lingkungan  2 1 33% 

2.1.3.3. Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon 
dan bersih lingkungan di Kabupaten Sorong  330 181 35% 

3.1.1.1. Reference Emission Level (FRL/FREL) termasuk 
Non Carbon Benefit (NCB)   14 9 39% 

Monev Program RBP Papua Barat Daya  17 16 48% 
TOTAL 481 246 34% 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program 
 

KEGIATAN MITRA 
/ PEMANGKU KEPENTINGAN PERAN STAKEHOLDER 

1.1.1 PatroliPengamanan  Dinas Lingkungan Hidup Kehuta
nandan Pertanahan Provinsi Pa
pua Barat Daya   

Sebagai pelaksana kegiatan dan p
enanggungjawab kegiatan di tingk
atprovinsi  

Satuan Polhut KPH ;  
  
1.KPH Unit I Raja Ampat,   
2.KPH Unit I Kota Sorong,   
3.KPH Unit III Sorong,   
4.KPH Unit IV Tambrauw,   
5.KPH Unit V Maybrat,   
6.KPH Unit VI Sorong Selatan  

Sebagai pelaksana kegiatan patroli
pengamanan hutan  

2.1.1.1 
Pra kondisi dan rehabilitasi hutan
 dan lahan  

Dinas Lingkungan Hidup Kehuta
nandan Pertanahan Provinsi Pa
pua Barat Daya   

Sebagai pelaksana kegiatan dan p
enanggungjawab kegiatan di tingk
atprovinsi  

Kelompok Masyarakat ;  
1.Kampung Koma Koma  
2.Kampung Aus Tiwit,   
3.Kampung Tumame,   
4.Kampung Insas,   
5.Kampung Isme,   
6.Kampung Yumame  

sebagai penerima manfaat  danpel
aksana penanaman bibit pohon di 
Tingkat kampung.  

2.1.1.2 Penanamanrehabilitasi h
utan dan lahan  

Dinas Lingkungan Hidup Kehuta
nandan Pertanahan Provinsi Pa
pua Barat Daya   

Sebagai pelaksana kegiatan dan p
enanggungjawab kegiatan di tingk
atprovinsi  

Vendor pengadaan ;  
1.CV Boharar Forest Lestari,   
2.CV Fun Maya,   
3.CV Manuel Karya Utama,   
4.CV Rae Saa,   
5.CV Sami Jaya Bersatu,   
6.CV Sorin Mandiri   

Sebagai mitra pengadaan bibit poh
ondan penanggungjawab penana
man bibitpohon.  

2.1.1.3 Pelaksanaanmonitoring l
apanganrehabilitasi hutan dan la
han  

Dinas Lingkungan Hidup Kehuta
nandan Pertanahan Provinsi Pa
pua Barat Daya   

Sebagai pelaksana kegiatan dan p
enanggungjawab kegiatan di tingk
atprovinsi  

Yayasan Penabulu  Sebagai Lembaga perantara  
2.1.3.1 Pengadaan bibittanaman 
kehutanan, MPTS dan 
Mangrove untuk penghijauanling
kungan  

Dinas Lingkungan Hidup Kehuta
nandan Pertanahan Provinsi Pa
pua Barat Daya   

Sebagai pelaksana kegiatan dan p
enanggungjawab kegiatan di tingk
atprovinsi  

Yayasan Penabulu  Sebagai Lembaga perantara  
CV Gerall Jaya  Sebagai mitra pengadaan bibittana

man.  
2.1.3.3 Sosialisasi dan kampany
e aksi menanampohon dan bersi
hlingkungan di Kab. Sorong  

Anggota DPD RI  Sebagai senator utusan daerah Pa
pua Barat Daya dan Narasumber  

Kementerian Lingkungan Hidup 
(direktorat IGRK)  

Sebagai narasumber  

Dinas Lingkungan Hidup Kehuta
nandan Pertanahan Provinsi Pa
pua Barat Daya   

Sebagai pelaksana kegiatan dan p
enanggungjawab kegiatan di tingk
atprovinsi  

Pemerintah Daerah ;  
1.Kabupaten Maybrat   
2.Kabupaten Sorong  
  

Sebagai peserta sosialiasi   

Jamaat Gereja ;  
1. GKI Sion 
Koma Koma (Maybrat)   

Sebagai peserta sosialiasi dan pen
erima manfaat  



 

KEGIATAN MITRA 
/ PEMANGKU KEPENTINGAN PERAN STAKEHOLDER 

2. GKI Klasis Malamoi (Kab. 
Sorong)  
Sinode di Tanah Papua  Sebagai narasumber sosialisasi   
Seksi wilayah III Balai PS 
Ambon  

Sebagai narasumber  

KPH Maybart dan Sorong  Sebagai pelaksanan kegiatan dan 
penanggungjawab kegiatan di 
Tingkat tapak.  

Kelompok Masyarakat  Sebagai peserta dan penerimama
nfaat.  

3.1.1.1 Penyusunandokumen Fo
rest Reference level 
(FRL/FREL) termasukNon 
Carbon Benefit (NCB)  

Dinas Lingkungan Hidup Kehuta
nandan Pertanahan Provinsi Pa
pua Barat Daya   

Sebagai pelaksana kegiatan dan p
enanggungjawab kegiatan di tingk
atprovinsi  

Perwakilan BAPERINDA PBD  Sebagai peserta kegiatan  
Kepala Seksi PSKL Wilayah VII 
Ambon-Papua  

Sebagai peserta kegiatan   

Perwakilan Balai PPI  Sebagai peserta kegiatan  
Perwakilan BBKSDA  Sebagai peserta kegiatan  
Penabulu Foundation  Lembaga perantara  
Perwakilan Art Tress  Sebagai narasumber kegiatan  
Tim Liputan Pers lokal  Sebagai peserta dan pemberitakeg

iatan,  
Monev Program RBP Papua 
Barat Daya   

Gubernur Papua Barat Daya  Sebagai kepala pemerintahan daer
ahdan penanggung jawab kegiatan
.  

Dinas Lingkungan Hidup Kehuta
nandan Pertanahan Provinsi Pa
pua Barat Daya   

Sebagai pelaksana kegiatan dan p
enanggungjawab kegiatan di tingk
atprovinsi  

Asisten II Sekda Provinsi Papu
a Barat Daya  

Sebagai peserta  

Yayasan Penabulu  Sebagai Lembaga perantara.  



 

Lampiran 2. Daftar publikasi program tahun 2025 
 

Jenis Kanal Judul Tanggal Link Publikasi 
Artikel Online Pemerintah Papua Barat Daya 

Gagas Pembentukan Forum Multi-
Stakeholder Mitra Pembangunan 

8 
November 

2025 
Pemerintah Papua Barat Daya Gagas Pembentukan Forum Multi-Stakeholder Mitra 
Pembangunan – Papua Spirit News 

Artikel Online Dinas LHKP PBD: “Masyarakat 
Maybrat Harus Jadi Pelaku Utama 
Mitigasi Iklim Berbasis Perhutanan 
Sosial 

16 
November 

2025 
https://melanesiapost.com/article/dinas-lhkp-pbd-masyarakat-maybrat-harus-jadi-
pelaku-utama-mitigasi-iklim-berbasis-perhutanan-sosial 

Artikel Online Guna Kesejahteraan Masyarakat 
Adat di PBD, Kadis LHKP PBD 
Dorong Skema Jual Beli Karbon 

27 October 
2025 

https://www.radarsorong.id/guna-kesejahteraan-masyarakat-adat-di-pbd-kadis-lhkp-
pbd-dorong-skema-jual-beli-karbon/ 

Artikel Online Papua Barat Daya Punya 89% 
Tutupan Hutan Kini Fokus ke 
Pendanaan Karbon Berbasis 
Yurisdiksi 

27 October 
2025 

https://sorongraya.co/metro/papua-barat-daya-punya-89-persen-tutupan-hutan-kini-
fokus-ke-pendanaan-karbon-berbasis-yurisdiksi/ 

Artikel Online Dinas Kehutanan PB Rampungkan 
Concept Note Dana RBP, Jimmy 
Susanto Sebut Akomodir Tujuh 
Kegiatan Besar 

22 October 
2025 

https://jagatpapua.com/dinas-kehutanan-pb-rampungkan-concept-note-dana-rbp-
jimmy-susanto-sebut-akomodir-tujuh-kegiatan-besar/ 

Artikel Online Kreatif Upayakan Sumber 
Pendanaan Pembangunan Diluar 
APBD 

11 August 
2025 

https://www.radarsorong.id/kreatif-upayakan-sumber-pendanaan-pembangunan-
diluar-apbd/ 

Artikel Online Pemprov Papua Barat Daya Bekali 
Polhut Motor Dinas Baru, Gubernur 
Jaga Integritas dan Hutan Kita. 

08 
December 

2025 
https://sorongraya.inews.id/read/657883/pemprov-papua-barat-daya-bekali-polhut-
motor-dinas-baru-gubernur-jaga-integritas-dan-hutan-kita 

Artikel Online Hutan Papua Terancam, Pemprov 
PBD Bekali Polhut 7 Motor Untuk 
Perketat Pengawasan. 

08 
December 

2025 
https://sorongnews.com/hutan-papua-terancam-pemprov-pbd-bekali-polhut-7-motor-
untuk-perketat-pengawasan/ 

Artikel Online Penyerahan 7 Unit Motor Dinas 
Perkuat Tugas Pengamanan   
Hutan di Papua Barat Daya 

08 
December 

2025 
https://balleonews.com/2025/12/08/penyerahan-7-unit-motor-dinas-perkuat-tugas-
pengamanan-hutan-di-papua-barat-daya/ 

Artikel Online Papua Barat Daya Didorong Perkuat 
Mitigasi Perubahan Iklim, Pemerintah 
Ajak Kolaborasi Lintas Sektor 

10 
December 

2025 
https://www.radarsorong.id/papua-barat-daya-didorong-perkuat-mitigasi-perubahan-
iklim-pemerintah-ajak-kolaborasi-lintas-sektor/ 

https://www.papuaspiritnews.com/pemerintah-papua-barat-daya-gagas-pembentukan-forum-multi-stakeholder-mitra-pembangunan/
https://www.papuaspiritnews.com/pemerintah-papua-barat-daya-gagas-pembentukan-forum-multi-stakeholder-mitra-pembangunan/
https://www.papuaspiritnews.com/pemerintah-papua-barat-daya-gagas-pembentukan-forum-multi-stakeholder-mitra-pembangunan/
https://www.papuaspiritnews.com/pemerintah-papua-barat-daya-gagas-pembentukan-forum-multi-stakeholder-mitra-pembangunan/
https://www.papuaspiritnews.com/pemerintah-papua-barat-daya-gagas-pembentukan-forum-multi-stakeholder-mitra-pembangunan/
https://melanesiapost.com/article/dinas-lhkp-pbd-masyarakat-maybrat-harus-jadi-pelaku-utama-mitigasi-iklim-berbasis-perhutanan-sosial
https://melanesiapost.com/article/dinas-lhkp-pbd-masyarakat-maybrat-harus-jadi-pelaku-utama-mitigasi-iklim-berbasis-perhutanan-sosial
https://www.radarsorong.id/guna-kesejahteraan-masyarakat-adat-di-pbd-kadis-lhkp-pbd-dorong-skema-jual-beli-karbon/
https://www.radarsorong.id/guna-kesejahteraan-masyarakat-adat-di-pbd-kadis-lhkp-pbd-dorong-skema-jual-beli-karbon/
https://sorongraya.co/metro/papua-barat-daya-punya-89-persen-tutupan-hutan-kini-fokus-ke-pendanaan-karbon-berbasis-yurisdiksi/
https://sorongraya.co/metro/papua-barat-daya-punya-89-persen-tutupan-hutan-kini-fokus-ke-pendanaan-karbon-berbasis-yurisdiksi/
https://jagatpapua.com/dinas-kehutanan-pb-rampungkan-concept-note-dana-rbp-jimmy-susanto-sebut-akomodir-tujuh-kegiatan-besar/
https://jagatpapua.com/dinas-kehutanan-pb-rampungkan-concept-note-dana-rbp-jimmy-susanto-sebut-akomodir-tujuh-kegiatan-besar/
https://www.radarsorong.id/kreatif-upayakan-sumber-pendanaan-pembangunan-diluar-apbd/
https://www.radarsorong.id/kreatif-upayakan-sumber-pendanaan-pembangunan-diluar-apbd/
https://sorongraya.inews.id/read/657883/pemprov-papua-barat-daya-bekali-polhut-motor-dinas-baru-gubernur-jaga-integritas-dan-hutan-kita
https://sorongraya.inews.id/read/657883/pemprov-papua-barat-daya-bekali-polhut-motor-dinas-baru-gubernur-jaga-integritas-dan-hutan-kita
https://sorongnews.com/hutan-papua-terancam-pemprov-pbd-bekali-polhut-7-motor-untuk-perketat-pengawasan/
https://sorongnews.com/hutan-papua-terancam-pemprov-pbd-bekali-polhut-7-motor-untuk-perketat-pengawasan/
https://balleonews.com/2025/12/08/penyerahan-7-unit-motor-dinas-perkuat-tugas-pengamanan-hutan-di-papua-barat-daya/
https://balleonews.com/2025/12/08/penyerahan-7-unit-motor-dinas-perkuat-tugas-pengamanan-hutan-di-papua-barat-daya/
https://www.radarsorong.id/papua-barat-daya-didorong-perkuat-mitigasi-perubahan-iklim-pemerintah-ajak-kolaborasi-lintas-sektor/
https://www.radarsorong.id/papua-barat-daya-didorong-perkuat-mitigasi-perubahan-iklim-pemerintah-ajak-kolaborasi-lintas-sektor/


 

Artikel Online KLHK dan Pemprov Papua Barat 
Daya Bersinergi, Mitigasi Bencana 
Jadi Prioritas Pasca-Normalisasi 

10 
December 

2025 
KLHK dan Pemprov Papua Barat Daya Bersinergi, Mitigasi Bencana Jadi Prioritas 
Pasca-Normalisasi - Tribunsorong.com 

Artikel Online Sosialisasi Dan Monitoring Pelaporan 
Verifikasiaksi Mitigasi Di Provinsi 
PBD 

10 
December 

2025 
Sosialisasi Dan Monitoring Pelaporan Verifikasiaksi Mitigasi Di Provinsi PBD - 
Sorongraya.co 

Artikel Online Gereja, Adat, dan Negara Bersatu 
Lawan Krisis Iklim di Papua Barat 
Daya 

10 
December 

2025 
Gereja, Adat, dan Negara Bersatu Lawan Krisis Iklim di Papua Barat Daya - Sorong 
News 

Artikel Online Kegiatan sosialisasi dan monitoring 
pelaporan verifikasi aksi mitigaso 

10 
December 

2025 
Berita Sorongraya.co (@berita_sorongraya.co)’s videos with suara asli - Berita 
Sorongraya.co | TikTok 

Artikel Online GUBERNUR PBD SERAHKAN 7 
UNIT SEPEDA MOTOR UNTUK 
PERKUAT PENGAMANAN HUTAN 

10 
December 

2025 https://youtu.be/71OGsbzt988?si=-9Np3cI6wqonfNeE 

https://sorong.tribunnews.com/papua/27546/klhk-dan-pemprov-papua-barat-daya-bersinergi-mitigasi-bencana-jadi-prioritas-pasca-normalisasi
https://sorong.tribunnews.com/papua/27546/klhk-dan-pemprov-papua-barat-daya-bersinergi-mitigasi-bencana-jadi-prioritas-pasca-normalisasi
https://sorongraya.co/metro/sosialisasi-dan-monitoring-pelaporan-verifikasiaksi-mitigasi-di-provinsi-pbd/
https://sorongraya.co/metro/sosialisasi-dan-monitoring-pelaporan-verifikasiaksi-mitigasi-di-provinsi-pbd/
https://sorongnews.com/gereja-adat-dan-negara-bersatu-lawan-krisis-iklim-di-papua-barat-daya/
https://sorongnews.com/gereja-adat-dan-negara-bersatu-lawan-krisis-iklim-di-papua-barat-daya/
https://www.tiktok.com/@berita_sorongraya.co/video/7582088041972370706?_r=1&_t=ZS-9269jaSDVvm
https://www.tiktok.com/@berita_sorongraya.co/video/7582088041972370706?_r=1&_t=ZS-9269jaSDVvm
https://youtu.be/71OGsbzt988?si=-9Np3cI6wqonfNeE


 

 


